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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.25/MEN/2012
TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, kelancaran,

dan tertib pembentukan peraturan perundang-
undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan, perlu mengatur pembentukan peraturan
perundang-undangan di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan;

. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara
dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan
Perikanan, perlu dilakukan perubahan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
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Mengingat

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang

Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu
Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5035);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata

Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi
Nasional;

. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata

Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti,
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan
Peraturan Presiden;

. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 20009,

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 61/P Tahun 2012;

. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan
peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan
pengundangan.

. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat

norma hukum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau
pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam
Peraturan Perundang-undangan.

Program Legislasi Nasional adalah instrumen perencanaan program
pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu,
dan sistematis.

Program Legislasi Kementerian adalah instrumen perencanaan program
pembentukan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden, Keputusan Presiden, dan Peraturan Menteri yang disusun
secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian
hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu
yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan
masalah tersebut dalam suatu rancangan Peraturan Perundang-
undangan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan
hukum masyarakat.

6. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

7. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

8. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan

10.

dan Perikanan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan.

Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan
dan Perikanan.

Unit Kerja Eselon | adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal,
Inspektorat Jenderal, dan Badan di lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan.

Pejabat Eselon | adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal,
Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan.

Unit Hukum Sekretariat Jenderal adalah unit kerja di lingkungan
Sekretariat Jenderal yang melaksanakan penyiapan dan penyusunan
peraturan perundang-undangan.

Unit Hukum Eselon | adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat
Direktorat Jenderal/Sekretariat Inspektorat Jenderal/Sekretariat Badan
yang melaksanakan penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-
undangan.

Prakarsa adalah gagasan atau usul inisiatif penyusunan peraturan
perundang-undangan dalam bentuk tertulis, baik yang berupa pokok-
pokok materi dan/atau telah dirumuskan dalam bentuk konsep
peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini:

a.

b.

c.
d.

menciptakan produk peraturan perundang-undangan yang disusun
sesuai dengan tertib hukum dan berdasarkan kebutuhan peraturan
perundang-undangan yang diperlukan;

menyerasikan materi muatan peraturan perundang-undangan sesuai
dengan sifat, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;

menyeragamkan pola dan bentuk peraturan perundang-undangan; dan

meningkatkan koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-
undangan.

BAB II
SIFAT, JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Bagian Kesatu
Sifat, Jenis, dan Hierarki
Pasal 3

(1) Berdasarkan sifatnya, peraturan perundang-undangan dapat

dibedakan menjadi:
a.pengaturan; dan
b.penetapan.
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(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
memiliki jenis dan hierarki:

a.pengaturan, terdiri atas:

1) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang;

2
3
4
5

) Peraturan Pemerintah;
) Peraturan Presiden;
) Peraturan Menteri; dan
) Peraturan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur
Jenderal/Kepala Badan.
b.penetapan, terdiri atas:
1) Keputusan Presiden;
2) Keputusan Menteri; dan

3) Keputusan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur
Jenderal/Kepala Badan.

Bagian Kedua
Materi Muatan
Pasal 4
(1) Materi muatan Undang-Undang berisi:

a.pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-
Undang;

c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
d.tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

(2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.

Pasal 5

Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama
dengan materi muatan Undang-Undang.

Pasal 6

Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan
Undang-Undang sebagaimana mestinya.
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